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KESESUAIAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2012
TERHADAP PENGATURAN PENYELESAIAN SENGKETA NEGARA
DENGAN INVESTOR ASING DALAM PERJANJIAN INVESTASI
INTERNASIONAL

Oleh: Andreas Kevin Simanjorang
NPM: 2017200157

Pembimbing: John Lumbantobing, S.H., LL.M., MCIArb
ABSTRAK

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2012 (Keppres 31/2012) diduga dapat
menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian investasi
internasional, yang kemudian akan mengarah kepada ditiadakannya hak investor
untuk membawa sengketa kepada ICSID. Oleh karena itu, penelitianini dilakukan
dengan tujuan untuk mengetahui kesesuaian Keppres 31/2012 dengan Konvensi
ICSID dan perjanjian internasional, dan kemudian mengarah kepada hak investor
asing untuk menggugat ke ICSID. Metode penelitian yang akan digunakan dalam
penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yakni dengan melakukan
penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum dan bahan pustaka yang terkait. Hasil dari
penelitian ini adalah Keppres 31/2012 dapat melanggar perjanjian investasi
internasional sejauh bertentangan dengan perjanjian investasi internasional dan
karenanya dapat berdampak kepada hak menggugat dari investor asing, yakni jika
klausul ISDS sebuah perjanjian investasi internasional yang menjadi dasar dari hak
menggugat investor asing disesuaikan dengan Keppres 31/2012 maka hak
menggugat dari investor asing menjadi berubah. Berdasarkan hasil penelitian ini
dapatlah dikemukakan saran, yaitu supaya Indonesia tetap konsisten dalam
mengatur consent kepada ICSID, baik dengan cara menyesuaikan klausul ISDS
dalam perjanjian investasi internasional yang telah ada sebelum berlakunya
Keppres 31/2012 dengan ketentuan Keppres 31/2012 maupun dengan merumuskan
dan/atau memodifikasi suatu perjanjian investasi internasional agar klausul
ISDSnya sesuai dengan ketentuan Keppres 31/2012.

Kata kunci: Keppres 31/2012, Perjanjian Investasi Internasional, Investor-State
Dispute Settlement
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perselisihan yang Tidak
Diserahkan Penyelesaiannya pada Yurisdiksi International Centre for Settlement of
Investment Disputes (Keppres 31/2012) adalah instrumen hukum yang digunakan
oleh pemerintah Indonesia untuk mengecualikan yurisdiksi Internasional Centre for
Settlement of Investment Disputes (ICSID). Secara khusus, Pasal 1 Keppres 31/2012
mengatur sebagai berikut:

“Menetapkan perselisihan yang timbul pada keputusan tata usaha negara yang
dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten dalam wilayah Republik Indonesia
sebagai perselisihan yang tidak diserahkan penyelesaiannya pada yurisdiksi
Internasional Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID).”

Dari bagian mengingat Keppres 31/2012 dapat diketahui bahwa Keppres 31/2012
ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian
Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal
(UU 5/1968). Adapun UU 5/1968 menjadi dasar diratifikasinya Convention on the
Settlement of Investment Disputes between States and National of other States
(Konvensi ICSID). Oleh karena itu, Keppres 31/2012 didasarkan kepada Konvensi
ICSID. Hal ini kemudian diperlihatkan secara jelas dalam bagian menimbang,

secara khusus pada bagian menimbang huruf b yang menyatakan sebagai berikut:

“bahwa Pasal 25 ayat (4) Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara
Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal (Convention on
the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other
States) memberi hak kepada negara penandatangan untuk melakukan
pemberitahuan (notification) ke International Centre for Settlement of Investment
Disputes tentang jenis perselisihan yang akan atau tidak akan diserahkan
penyelesaiannya pada yurisdiksi International Centre for Settlement of
Investment Disputes;”

Jika dilihat dalam Keppres 31/2012, Keppres 31/2012 memberikan konsekuensi
kepada kegiatan investasi asing yang ada, yakni ICSID tidak berwenang sebagai
lembaga penyelesaian sengketa negara dengan investor asing (investor-state
dispute settlement, ISDS) terhadap sengketa investor dengan negara (investor-state

dispute, sengketa investasi) yang timbul dari keputusan tata usaha negara. Hal



tersebut dapat berdampak kepada hak menggugat investor. Dengan tidak
berwenangnya ICSID melalui Keppres 31/2012 ini, maka investor tidak akan
memiliki hak menggugat kepada ICSID atas sengketa investasi yang timbul dari
keputusan tata usaha negara.

Dari Keppres 31/2012 ini dapat muncul pertanyaan, yakni apakah Keppres 31/2012
tersebut telah sesuai dengan Konvensi ICSID atau tidak. Selain itu, muncul pula
dugaan, yakni Keppres tersebut dapat dikatakan menyimpangi klausul ISDS pada
perjanjian internasional. Sebagaimana diketahui, pada umumnya klausul ISDS
diberikan dalam suatu perjanjian investasi internasional, baik perjanjian investasi
internasional tersebut adalah perjanjian investasi multilateral (international
investment agreement, 1IA) maupun perjanjian investasi bilateral (bilateral
investment treaty, BIT).! Karena Keppres 31/2012 mengecualikan yurisdiksi ICSID
atas keputusan tata usaha negara dari pemerintah kabupaten dan perjanjian investasi
internasional yang memuat klausul ISDS telah ditetapkan sebelum Keppres
31/2012 ini, maka muncul dugaan berikutnya bahwa Keppres 31/2012 ini dapat
menjadi instrumen yang mengubah perjanjian investasi internasional yang telah
ada, dan jika hal tersebut terjadi maka Keppres 31/2012 dapat mengakibatkan
pelanggaran terhadap perjanjian investasi internasional . Dugaan dan pertanyaan ini
kemudian dapat ditarik hingga mempertanyakan kesesuaian dari Keppres 31/2012
terhadap hak menggugat investor asing kepada ICSID, dan Penulis berpendapat
bahwa dugaan dan pertanyaan tersebut layak untuk dianalisis pada penelitian

hukum ini.

Terdapat literatur yang membahas mengenai ini. Prita Amalia dan Garry Gumilar

berpendapat mengenai Keppres 31/2012 sebagai berikut:

“Keberadaan Keputusan Presiden ini apabila dimaksudkan untuk menghindari
sengketa yang melibatkan Indonesia ke forum ICSID, terhadap BIT yang sudah
menunjuk ICSID sebagai badan penyelesaian sengketa dalam ISDS nya, maka
keberadaan Keputusan Presiden ini menjadi tidak berfungsi. Kecuali, apabila
Keputusan Presiden ini berlaku untuk di kemudian hari terhadap BIT yang akan
datang yang akan dibuat oleh Indonesia dengan negara mitra. Hal ini mengingat
ketentuan Pasal 25 ayat (4) dibuat bukan untuk penarikan diri dari kesepakatan

1 Lihat United Nation Conference on Trade And Development, Investor-State Dispute Settlement:
A Sequel (New York and Geneva: United Nations, 2014), hIm. 31



secara sepihak dan penerapan pasal ini tidak dimaksudkan untuk melakukan
penarikan diri terhadap kesepakatan secara tidak langsung.”?

Prita Amalia dan Garry Gumilar menjelaskan bahwa Keppres ini tidak dapat
berfungsi kepada BIT (yang kemudian akan diperluas menjadi perjanjian investasi
internasional pada umumnya) yang telah menunjuk ICSID sebagai badan ISDS
apabila sengketa investasi tersebut lahir dari keputusan tata usaha negara, namun
Keppres 31/2012 berlaku terhadap perjanjian investasi internasional yang akan
datang. Penulis berpendapat bahwa pendapat tersebut layak untuk dianalisis pada

penulisan hukum ini.

Dengan demikian, penulisan hukum ini bermaksud untuk mengetahui apakah
Keppres 31/2012 sesuai dengan Konvensi ICSID atau tidak. Penelitian tersebut
kemudian dapat mengarah kepada hubungan antara Keppres 31/2012 dengan
perjanjian investasi internasional dalam rangka perubahan perjanjian internasional,
analisa kesesuaian antara Keppres 31/2012 dengan perjanjian investasi
internasional yang dibentuk pada tahun 2012 hingga dampak Keppres 31/2012
terhadap hak menggugat investor asing ke ICSID.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah Keppres
31/2012 menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian investasi
internasional atau tidak. Selain rumusan masalah utama tersebut, terdapat rumusan
masalah penyerta yang memiliki kaitan dengan rumusan masalah utama, yakni
mengenai kesesuaian Keppres 31/2012 terhadap Konvensi ICSID terkait dengan
yurisdiksi ICSID, apakah Keppres 31/2012 dapat digunakan sebagai instrumen
untuk mengubah perjanjian investasi internasional atau tidak, bagaimana penerapan
Keppres 31/2012 dalam perjanjian investasi internasional yang dibentuk setelah
tahun 2012, dan bagaimana dampak Keppres 31/2012 terhadap hak menggugat dari

investor asing.

C. Maksud dan Tujuan

a) Tujuan Penelitian

2 Prita Amalia dan Garry Gumelar Pratama, Indonesia dan ICSID: Pengecualian Yurisdiksi ICSID
oleh Keputusan Presiden, Majalah Hukum Nasional (Volume 48 No. 1, Juli 2018), him. 17



1. Untuk mengetahui sejauh apa kesesuaian Keppres 31/2012 dengan Konvensi
ICSID.

2. Untuk mengetahui apakah Keppres 31/2012 dapat menyebabkan pelanggaran
terhadap perjanjian investasi internasional Indonesia dan mengetahui seberapa

besar potensi munculnya pelanggaran tersebut.

3. Untuk mengetahui sejauh mana Keppres 31/2012 berpengaruh dan diterapkan
pada perjanjian-perjanjian investasi internasional Indonesia yang dibentuk
setelah tahun 2012.

4. Untuk mengetahui dampak Keppres 31/2012 terhadap hak menggugat investor
asing.

b) Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoretis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu
hukum, karena penelitian ini berguna untuk melengkapi bahan kepustakaan
terhadap yurisdiksi ICSID.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi kalangan Akademisi, penelitian ini dapat memberikan pemahaman
tambahan tentang yurisdiksi ICSID dan pengecualiannya sebagaimana diatur
oleh Konvensi ICSID dan ditetapkan oleh perjanjian investasi internasional.

b. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan lebih lanjut
mengenai penyelesaian sengketa penanaman modal asing dan pengaturan

mengenai lembaga dan mekanisme penyelesaian sengketa investor-negara.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan
data penelitiannya dan dibandingkan dengan standar atau ukuran yang telah
ditentukan.® Dalam hal ini penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis

normatif.

a) Metode Penelitian Yuridis Normatif

8 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Bina Aksara, 2002)
him. 127.



Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif,
yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan-bahan penelitian tersebut
dikumpulkan dengan metode penelitian kepustakaan.*

b) Metode Pengumpulan Data
Sumber utama dari metode penelitian yuridis normatif adalah dengan bergantung
kepada bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif, bukan data-

data atau fakta-fakta sosial.> Adapun bahan tersebut dibagi menjadi tiga yaitu:

i.  Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat® dan menjadi
hukum positif. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri

dari peraturan perundang-undangan maupun perjanjian internasional.

ii.  Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder berupa pustaka-pustaka hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer’, yakni teks hukum, jurnal
hukum, buku-buku hukum, karya tulis ilmiah hukum, dan laporan penelitian yang

berkaitan dengan hukum.

iii.  Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan
terhadap hukum primer dan sekunder.® Secara khusus, bahan hukum tersier
digunakan sebagai referensi dalam mencari definisi dari istilah hukum yang
berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier yang digunakan pada
penelitian ini adalah Black’s Law Dictionary dan Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI).

c) Metode Analisis Data

4 Soerjono Soekantodan Sri Mamudiji, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta:
Penerbit Rajawali, 1985) hIm. 15
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Terhadap data-data ini akan dilakukan analisis secara kualitatif, yang lebih melihat
pada kualitas bukan pada kuantitas. Dengan kata lain, penelitian ini akan
menitikberatkan pada aspek analisis atau penafsiran hukum.® Selain itu, hasil
penelitian akan disusun berdasarkan deskriptif analitis, yang berusaha
menggambarkan permasalahan yang timbul dari adanya Keputusan Presiden
Nomor 31 Tahun 2012 terhadap perjanjian investasi internasional Indonesia.

E. Sistematika Penulisan
BAB | : PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas keberadaan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2012
dan permasalahan yang diduga dapat timbul sebagai dampak dari adanya
Keputusan Presiden tersebut. Selain itu, bab ini akan menjelaskan metode
penelitian yang akan digunakan untuk menganalisis dan memberikan jawaban

terhadap rumusan-rumusan masalah dalam penelitian.

BAB I . KEPPRES 31/2012 DALAM KONTEKS
PERJANJIAN INVESTASI INTERNASIONAL DAN
KASUS-KASUS ISDS INDONESIA

Bab ini akan memaparkan sejarah keterlibatan Indonesia dalam perjanjian investasi
internasional, klausul ISDS yang ada dalam perjanjian investasi internasional
hinggaklausul ISDS yang menjadi dari sengketa sebelum adanya Churchill Mining,
pembahasan terhadap kasus Churchill Mining hingga pemaparan mengenai reaksi

pemerintah Indonesia. Bab ini akan ditutup dengan kesimpulan.

BAB I11 : KESESUAIAN KEPPRES 31/2012 DENGAN
KONVENSI ICSID

Bab ini akan menjelaskan mengenai konsep dasar ISDS secara umum, pemaparan
terhadap dasar yurisdiksi ISDS, profil dasar dan yurisdiksi ICSID sebagai badan
ISDS secara khusus, modifikasi yurisdiksi ICSID berdasarkan Konvensi ICSID
hingga analisis terhadap Keppres 31/2012 ditinjau dari Konvensi ICSID untuk




menjawab rumusan masalah mengenai Keppres 31/2012 terhadap Konvensi ICSID.

Bab ini akan ditutup dengan kesimpulan.

BAB IV . KESESUAIAN KEPPRES 31/2012 DENGAN
BERBAGAI PERJANJIAN INVESTASI
INTERNASIONAL INDONESIA

Bab ini akan menjelaskan mengenai prinsip dasar pelaksanaan dan perubahan
perjanjian internasional dalam hukum internasional dan analisis yang digunakan
untuk menjawab rumusan masalah, yakni analisis terhadap Keppres 31/2012
dengan perjanjian investasi internasional Indonesia dalam konteks perubahan
perjanjian, analisis terhadap Keppres 31/2012 terhadap perjanjian investasi
internasional yang dibuat setelah tahun 2012, dan dampak Keppres 31/2012
terhadap hak menggugat investor asing. Bab ini akan ditutup dengan suatu

kesimpulan.
BAB VI : PENUTUP

Bab ini akan terdiri dari 2 bagian yaitu: kesimpulan dan saran. Muatan dari
kesimpulan adalah rangkuman terhadap kesimpulan penelitian yang ada pada
berbagai bab, dan bagian saran akan memuat harapan penulis terhadap

permasalahan yang timbul dalam penelitian.





